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Tujuan penclitian imi adalah untuk
mendeskripsikan  dan menganahsis  hople-
mentasi Kepulusan Bupati Kutal Kartanegara
NOASLISEHK-537 Tahun 200t Tentang
Pelimpahan  Schaglan Kewsnangan Bupah
kepada  Camat  dan fakeor-faktor  vang
mendukung dan meng-hambat hoplementast
kebijzkan  tersebut. Jenis  penelittan vang
dilakukan termasuk penclitan deskriptif’ dan
akan dianalisis dengan mengounakan metode
kualitarit. FFokus penclitian yang ditetapkan -
Pemaha-man aparatur pelaksana  torhadap
Kebijakan, Alokast Angearan yang
diperseapkan untuk implementasi kebijakan,
Kuantitas dan Kualitas sumber daya aparatur
el pelaksana kebijakan, Tenis
Kewenanpan vang dilimpahkan, Keberadaan
sarana’ fasilitas operasional entuk menonjang
Kegiatan, Porubalan yvang tecpadi atas layvanan

vang diberikan  pada  masyarakat  dan
Responsibifitas Aparater terhadap
pelimpalan kewenangan. Teknik
pengwnpulan  data  dilakukan  melabu

ohservasi,  wawancara  dan dokumentast
Teknis analisis data vang digunakan adalai
mnode] iterakiif  schagaimana vang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman.
Hasil penelitzan menunjukkan bahwa
FPelunpaban  sebmzian kewenangan Bupatr
Kutai Kartanegarn kepada Camat Samboja

belw  menunjekkan  hasil  vang  opumal,
karena  secara  mmplementatif  ketjakan
terrebut  kurang  dedukung oleh  berbagai

faktor, terutama faktor swnber dana, sumber
daya aparatur, dan sarana dan prasarana yaong
memadas. Sceara fakioa] kebigakan tersebut
teluh membenkan kontribusi yang berani bagt
masyarakat  meskipun belum  menyeluzuh
tetapt tunplikast dan kebijzkan Bupati tersebu
telab membawa perubahan vang berarti bag
kehidupan masyarakat. Kurang optimatnya
implemeniast kewe-nangan vang dilimpahkan
Bupau Kartanegara kepadz Camar Santboja,
dischabkan kueang didukung dengzan sumber
daya vang cukup, diantaranya swmber dava

aparalur  yang  memiliki kompetensi
professional,  sarana /7 tasilitas kena vang

memadal, dan sumber dana vane cukup.
Selan 1w discbabkan  kurang  intensifoya
dalamr  mensosialisasi kebijakan  pada
masyarakat karena belum semna masvarakat
Samboja incngetahul dan wermahami terhadap
151 kebijgkan  dan masth kurangnva
responsitnlitas masyarakat terhadap kebijakan
tersehut,

PENDAHILUAN

Latar Belakang Masalah

Pada era retormast masyvarakat berharap
mutu pelayanan akan lebih batk, apalugi
seiring dengan pelaksanaan oto-nomi daerah,
justre kebutuhan nasyvacakat akan terlayand
sesual vang  deiharapkan,  Tetapy  dalam
Renvatdannya terjadt Kesenjanzan
antara antara harapan dengan kenyataan, yagu
masth  adanya masyarakat  yvane  belum
terlavant sesuat kebutubannya  Mueskipun
berbagar upava telah dilakukan, tetapi dalam
kenvaraannva belum  mampa  momperbaiki
tuntietan masyarakat bahkan justra tenjadinya
desparitas pelayanan, Scperti vang tenadn G
Kabupaten Kuta Kartanegara, belum semua
dapat  terlavan VALY

msth

tasyarakat SOl



diharapkan. Upaya yang cditakukan
peunerintul Kab, Kukar adalab menreluarkan
kebnghan no 180 EARHEK-33T Tahun 2001,

tenfirg pelunpahan schamian kewenangn
Bupati  kepada  Camat,  Hal o terscbuat
didasarkan,  karena luasnva  wilayvah
hewenangan,  dengun kebijakan  tersebut
lavanan akan letnh efeknf

Meskipun  kebyjakan  tersebut  telah
dikeluarkan  tetupl  belum  juga  harapan
masyarakat terlavami  seeara kesclurahan
hahkan ada sebagian keesl masyarakat yvang

NWILTRL ku.rung it atas

bbertkan. Sepertt lavanan KTP,  terkesan

favanan  vang

pirokratts karena jalur lavanan tidal
mencenminkan  esens: pelavanan  sehagm

inana yang diatur dalam Kepmenpan nomor
G tahun 2003, Dhsisi lwng seinng dengan
pelimpahon kewenangan (12 kewenanean)
ternvati tidek diburengi dengan faktor-faktor

pendukung,  sepertt sepertl swmber  daya
aparatur - vangs  profosional, o sarana dan
pruswrana vang  memadai,  bwk  sccara

kuantitas maupun kualitas serta alokas: dana

pperasional vung moemadal. Fenomena
tevachut  justru berpotensi  terhadap 12
kewenangan  yang diimpahkan ixdok

SCILLATLYE
aptimal.

yvang mendorong penulis tertank untek
menetzall  lebth  mendalam asar dapat
menunsunekap  lenomena  vane  terjacd
Jdatam katannyva densan kebijakan  Bupati
Kutin Kananegara tendang 12 kewenungan
vang dilimpahkan kepada Cumat Samboj, dan
sckahigus untuk mengetahw faktor-taktor apa
vang mmenghanbat nnplementasi kehijekan
tersebut, Untuk mendapat gambaran vang
lebih jelas sekalipus menjowab pennasalaban
tersebut, maka perlunva dilakaukan kajian
Hnah yaltu penclitian lapangan,

dapat  dumplementasikan secara

Perumusan Masalah
Berdasarkan pernyvatasm masalab vang
dikemukakan pada latar belakzng masalah
maka penelitian ini dapat dirmnuskan sehapai
berthut;
I. Bagaimana  tmplamentast kebijakan
pelimpahan schaglan kewenangan  darn
Bupati  hepada Camat  dalam upayva

04

pieningkatkan  pelavanan
Recamatan Sambopa

2. Faktor-fuktor apa vang mendukung dan
menghambat  lmplementast kebtjakan
pelimpahan  sebagtan kewenangan  dari
Buepati  kepads Canut dalam upava
menmekatkan pelayanan publik ddi
Kecamatan Sanboja?

pubiik

Tujuan Peneclitian

Twuan  peoelitian
schagal benkat
(. Untuk mendeskigpsikion dan meng-analisis
muplementast  kebijakan  pelim-pahan
sehagian kewenangan darn Bupat kepada
{amar  dalam upava  menme-katkan
polayanan publik di Kecamatan Sawmboja.
Lintuk  mengetahut  faktor-fakior  yany
memndukung dan menghambar  mnple.
nentas] hebijakan  pelimpahan scebagian
kewenansan <o Bupati kepada Camat
dalarm upava wmenmmgkatkan  pelayanan
publik di Kecunatan Samboja

vang  dilakukan

for

Kepunaan Penelifian
Dant Lasit penclivan il dibarapkan
dapat berguna antuk:
[. Secara teortls Hasil penelinan
deharapkan dapat membenkan kowtribus

akademis  hagl peningkatan  dan
pengembangan ilmu pengctalinan
terutama pada pengembanzan il

Admintstrizn negara dan khususnyva I
Pemermtahan Dacrah.

Secara  praktis Hasil penelitian 1m
dinarapkan  dapat  membenikan sum-
bangan yang berarti bagl Camat Sambuoja
dan  instanst vertikal pada Pemenntah
Kabupaten Kutar Kartancsara agar dapat
dijadikan  sebagat bahan  pertimbangan
untuk  pengambilon kepulusan &1 omasa
vang ahan datang,

|E)

TINJAUAN PUSTAKA

konsep Implementasi Kebijakan
Kebijukan  dapat diramuskan sehagal
suate kepuiusan vangs eras vangs disumpan
oleh adanva penlaku yang kensisten  dan
pengulangan pada baglan darl keduanya bagi
orang-orang vang mwlaksanakannya Kenneth
Frewitt, (dalam  Thoha, 1997 SH-54.



Sedangkan kebspabsanaan pemenntah dapat
diartelean setiap Keputusan yvane dilaisanakan
aolell pojabat pamerintah atan negara atas
mama instanst vang dipunpinnya (Preswden,
Menterr,{rubernar,  Sekjen  dan setersnva
gdatam rancka nmieteksanakan fungsi winum
pemerintall  atau  ponba-ngunan,  guns
mengatast pennasalaban eerteaty atau
mencapal tujusn terientu atan dalam ranska
mclaksanakan produk-produk keputusan ataw
peraturun  perendung undangan  yang  telab
ditentukan dan lazimnya diteangkan dalam

bentuk  atwran  perupdapg-undangan  atau
daulam bentuk keputusan fonnal.
Kedua  pendapat di atas  dapat

dissmpulkan babwa kebijakan mengandung
arti 2 (1) Hasul prodok: keputusan vang diambil
dart  komittmen  hersama, (2] adanya
tormalisasi, (3) pelaksananva wtalah orane-
orang dalam organtsasi, (4} adanya perilaku
konststen  bagl  para  pongambil
kepuresan dan pelaksana.  Sedanghan Van
Hom {dalam Abdual Wahah, 19497 G
polaksansan kebijzkan dapet diartikan schagar
* Those actions by public or  private
wdividuals { or group) they are divected at the
achievement of objectives sct forth 1 prior
policy decisions™ (“tindukan-tindakan vang
dilakukan oleh baik individu-
individu/pejabat-pejabat - atan kelompaok-
kelompok  pemettntzh atan swasta vang
drabkan  pada  pencapaian  tupuan-topuan
vang  telabh digariskan dalam keputosan
kehijakan™). Sedanpkan proses implementas:
kehijakan tersebut baru dapat dimuolat apala

vang

tujuan-tujuan  kebijakan  telah  ditetapkan
dalam  bentuk  progran-progran hares

dan
restko

mainperiimbanghas  antara  peluang
kelemahan,  dimungkinkan  kecilnya
dan  besarnva poluang schingra tercapainya
fujuan  organisusl scpertl vang  dibarapkan.
Untwk  memperolel:  hasit seperts
dilarapkan  schagainyva dalwn proses
pengambilan kepulosan perlu melibatkan
berbagm unsur (Stekedliofders), sehingga hasil
keputusan  akan  melahirkan  suatu produk
ehijakan wang menventeh  atae mewakil
sl Kepentingan.

VLT

Darl berbagnn  teori  tentang  proscs
pengambilan  keputusan  memang  hars
melibhatkan  orang-orang  vong  muoemnthiki

kemawmpuusn  duan kridibeluas svang  tinggl
sichinesa kebijakan vang diamibil tidak terjadi
bras. Hal senada sepern vang dirumushkan
oteh Van bleter dan Van Hom, {dalzm Abdul
Wahab, 1997
mplementast sangat dipengarubn oleh sifat
kebijakan vang  akan  dilaksanakan.
Perubahan, kontrol, dan kepatuhan beriindak
merupakan konsep-konsep  penting dalam
proscdur-prosedur implementasi.” Atas dasar
pandangan tersebut, maka tipolos kebijakan
vattu © (1) jumlab masing-mazing perubahan
vang aban dihasilkan, dan () jangkavan ataa
lingkup kesepakatan terhadap tujuan ds antara
pihak-pihak vang techbat dalam proses unple-
mentasi. limplementast akan berhastt apabila
perubzhan yang dikehendaki retatit sedikat,
sementara Kesepakatan tethadap tujuan relanf

Ty, balwa Txustu proses

i,

Berbeda  dengan pendaput Nugroho,
2003 123} wyang menyatakan  bahwa
nnplementast kebijakan  sesungeuhnyva

bukanish sekedar bersangkut paut denpan
mckanisme peryabaran keputusan-kepu-tusan
politik  kedalam  prosedur-prosedur  rutin
melalul salurat-saiuran birokras:, welmnkan
lebih dart 1tu, Perincian tyjuan darn suati
kebijukan yvang telah disebutkan di atas sangat
dipengaruhi oleh 18 kebgakan dan koateks
unplementasinyva. [s1 kebijakan 1te sendin
terdiri  atas (I} kepentingun  yang
dipengaruht, {2} tpe mntaat, {3) derajat
perubabtan vang  drharapkan, {4} lcetak
penganthilan  keputusan, {5} pelaksana
prograre, (6 sumber daya vang dilibatkan.
{Girindle dalam Wahab, 1997 @ 1273,

Kemudian Udejl {dalam AL Wahab,
POOT o 59 dengan tepas mengatakan babwa
“the vxccution of poficivs s an Dmportapt §f
net  moere important then policy meking,
Policics wifl remuin dream or blucprinte fife
juckets  unfess ey are implementod ™
(Pelaksanean  heblaksanaan  adalab
vapg penting, bshhan mungkin jauh lehih
penting daret pada pembuatan kebyakan).

Dyari beberapa pendapat dioatas dapat
disimpulkan bahwa implementas) Kehijakan

REIF L]

vang  dirumuoskan  bukan  hanya  sckedar
dijadikan  dokumen vang  terstnpan  rapi

dalam arstp, melainkan harus dlimplemen-tas
schingpa dampaknya dapat dirasakan  oieh



target wroup. Beogan demikion
mnplementasi merepakan suain tindahan vano
watlak haews dilahakan dalan meratl danrak
yang dinsinkan, Schab vane menjadi wolak
unur heberhasifan suatn helnjakan  terietak
pada  preses buplemen-tasinva.  Dapat
dibetubar fungsi impleien-tasi ialal © (1)
untuk  mewbentuk  suuty hubunsan yvang
memunghinkan  tujuan atanw  sasaran
kebijaksanaan  negara  diwojudkan  sebagai
outcome  (hasil  akhir)  keglatan  yang
dilakukan; (1) mencakup penciptaan policy
delivery {Evstemn  penyvampaian
perumusan  kebytaksanaan) yang  biasanyva
terdinl atas carn atau sarana tortentia yang
dinmenng  (didesain} sccara khusus  sorta
diarahkan menuju tercapainya  tujuan  dan
susdran vang dikchendaki.

Pridsis

SVETCIT

Wkehijakan Pelimpahan Kewenangan
Pengertian  descatralisass adalah batas
porluasan berbasay jenis kekuasaan dan
wowenang dan atas ke bawah dalam hirarks
ergamsast  (Steers, 1977 71h  Menurut
Rondinells, 1984 @ 27y desentralisas adalah
“transfors of pluaning,
authoriny  for the  centrel
governpmont to s freld orcanization, focal
eelminisrative units and local governmens,
Deseninilizasi kewenanean, menurut Paramita
(1985 0 71), adalah batas perluasan berbaga
ionis hehvasaan dan wewenane dart atas ke
hawah  dalarn hirarki oreanisasi.  Dengan
demikian, pEnErttan desentralisis
kewenangan  terkait erat desgan  konscp
partisipast  dalam pengambilan Keputusan,
Semakin dilibatkannya para persoml dalam
peneambilan keputusan,  maka  personil
tersebut semakin dapat turut serta dulam dan
ekl mnggong Jawab atas keputusan
keputusan vang telaly ditetapkan tersebut,
Menurut Steers {985 0 72y desentral-
kewenangan  sering mweopbasilkan
prerbatkan pacda beberapa segn dar efektive-ras
preanesast,  khasusnva  desentralisast yans
el burein dengan mengkiatnya
komunikasi dua arah yang terbuka Dengan
adanya komunikasi dua arah terschuat, skom

E s r-
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eielminintredtive
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mendorong menghasilkan pemingkatan
inovast dan kreativitas dalam organisasi.
Sctaan e, dengan desentrabisasi  akan

Q6

mendorons pennfaaian yvang optimal dan
selurah juimlah persontl yangs ada.

Menurut Tiokroantdpojo, (1997 ¢ 1323
mengaiakan  bahwa  dengan dilakukannva

desentralisast akan membenkan kruntangan
achaga berikut

.o Mlenguranel beban pemenntal pusat, dan
canpur tanman wntang  masalah-masalah
kectl pada tinpkat lokal dan memberikan
peluang untuk keordinast pelaksanaan
pada tingkat [okal;

Meningkatkan  pengortion rakyat serta
dukungan mercka dalam kesiatan usaha
pembangunan sosial ckonowni, dan pada
unskat  lokal dapat merasakon keun-
tungan dan pada  kontobusi  kegiatan
mereka;

Penyusunan  program-program
perbaikan sosial ckonomi pada tinghkar
lokal schingga dapat lebih reatistis;

4. Moelatuh  rzkvat ontuk dapat omengator
urusannya sendiri;

Pombinamn kesatuan nasional.

[Jari  pendapat  tersebut  kemudian
dipertess olely Osbom dan Gachrel (1995
M3y meneatakoan bahwa  desentralizasi
menliki keunggulan sebagal berkut
[, lLembaga vane terdesentraiisasi jauh lebib

ficksihel dan pada wvang tersentralizasi;
leanbaga tersebut dapat membenn respon
dengaan cepar terhadap lngkungan dan
kebetulan pelangzan yeng berubah.

]

uninlk

'

"

2. Lembaga  tordesentralisasy jauk lebib
etk dan pada yang tersentralizas.

3. lLuembaga vang terdesentralizas: paah lebil
inovant dan pada vang tersen tralisas:

4. Lembaga yang teridesenralisus
menghasilkan semansat kerja vang lebih
tinggt, lebih banyak komitnien dan lebik
besar produktivitas.

Berdusashan beberapa pendapat di atas
dapat  disimpulkan bahwa  desentralisasi
{pebiimpalian ) kewenangan penting bam
sebuah imstitasat sanpat  memberihan
kootrthust yang berartl dalam rangka
PrENCAP AL ELEj AL Koarana dengn
dilakukannyva  desentraluast tdak  tenadi

penunpukan kekwasaan bahkan tyjuan vang
vang diharapkan dapat dicapat lebih cfektif

dan  ¢chasien.  Karena  denean diberikan
pelimpahan kewenangan.deseniralisast



hewenangan. selain jalur Sewenangan dapat
giparpendel/ramping juga dapat  memacu
pur oenvelenggaran Lugras-Eusras
pomenptohan dupat bersikap lebil kreatif]
inevatf dun berorientasi pada basil vang lebih
ik,

Bonnkian lalnva dengan desentrali-sas
Rewenangan  darl  pemerintall  pusat ke
pomenintah daernh sebagaimana vany diater
dalam Dndang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang  otonomil  merapagan  sSuate upava
untuk mengurangl mata rantat jalur birokeast,
juest dapat mendorony kemandhman daerab

untuk  menganwr  dan wiengurus rumak
tangeganya  sendir,. Denpgan demndkian
descraralisasi cokup heratasan untuk

diteraphan discinua tatanan oreanisast karena
memiliki wrgensi vang sangat csenstal dalam
penyelengearaan tugas dan fungsi fembaga
dalam mewejadkan visi dan misi vang telah
ditetapkan.

Straus dan Savles (1986 F82-143)
menyatakan @ telabh banyvak ditemnukan bahwa
untuk memperolebh hasil vang lebih baik dart
pelaksanaan kegmiatan orpamsaz jika para
hawahan diben kosempatan untuk
berpartisipasi dalam mengambil keputusan,
batk melalnn konsultasi dengan  kelompok
atau dengan memperbolehkan para bawahan
menganhil - dan mencrapkan kepuotusan-
keputusan sendirt. Parisipasi scmacam itu,
membawa Keuntungan bagl semnua pibak.
Mengingat babwa keputusan-keputusan yane
lebil baik, seringkali dibuat oleh orang-orang
vang dekat dengan pekerjaan. Begitu juga jika
para  bawablan  diberl  kebebasan  vang
diperlukan, seringkali mercka melakukan
pekerjann vang mengesankan dan menyusun
metode-metode . mereka sendint untuk
perjuinalan dan pengendalian mute, Mereka
menghasitkan  cara-cara vang lebih mudah
dan lebih batk entuk melakukan pekerjaan.
Merska dapat bertukar pikiran  mengenal

hagataran meningkaikan e dan
menanyakan  gagasan-gagasal o atasan  serta
memberitya informast tambahan vang dapat
dipabainya  dalun mengambil - kepotusan.
Menvadan akan keuntungan dari
desentralisast kewenangsn  dalam  suatu

arganisast, setip lembaga perle diterapkan
tanipa  kecualr, baik  lembaga  pamsrintah

tembaen  swasta,

mapun i Dengan adanyva
kewenangman

teseninrsasi nika  suata
pekerjasn akan lebih lanear den tidak hanva
tersentrabisast pada eselon atas, Keuntungan
lam wvang dapat dinsakan densan adanyva
desentralisasi  bahwa  pekerjaan dapat
diselesaikan lebih ofekrifl
Dafern kanannva dengan desentralisas

kewenangan sebagaimana yang  dilakukan
Bupati Kutal Kertanegara, maemiliks urgensi
untuk kelancaran administrasy, karena denean
12 kewenangan vang dilimpahkan akan dapat
mewamal  kehidupan masyvara-kat di
Eecamatan Samboja akan lebih batk. Terka
dengan desentralisasi kewenangan  terschut
Pemenntah Kabupaten Kutal Kartanesara
juga terdapat 14 kewenangan laimnva yang
diater berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
27 Tabun 2000, tetang  Kewenanean
Femernntuh  Kabupaten  Kuts Kartangrara,
Mengenai 12 kewenangan yang dilimpabkan
Bupati kepada Camat dalam pelaksanaannva
diatur herdasarkan surat keputusan  Bupat
Nomaor [SOUISSHK-537 Tahun 2001 tentang,
Pelimpaban  Sebagian Kewenangan Bupau
Kutal Kartuncgara Kepada Camat 1 Wilavah
Kabupaten  Kutai  Kartanegara .
kewonangan  vang  diserahkan moliputi 12
kewcenangan dengan 53 kegatan, Dua belas
wewenangan dunaksed mebipatt ;
1. Brdane Pertanian
2. Bidang Pertndustnan dan Perdaganean
3. Budang Ketenagakerpaan
4, Bidang Pekerpaon Umum
5. Bidang Perhubungan
0. Bidang Pertambangan
7. Bidang Panwisata
%, Bidang Pendidiken Luar Sckolah Pemuda

dan CHah Raga
4. Bulang  Politk

Adunmatrasi Publik
H1. Bidang Pendattaran Penduduk
11, Bidanye Pertanahan
12, Bidang Pelayvanan Pemunguotan Penda-

pattim Dacrih

Drharapkar 12 kewenangan

ilimpahkan  tersebut dapat
poerubahan vang beratt bagn kehidupan dan
kescjabteraan masyarakat. Karena tidek lam
dibadapkan pada suatu persoalan yang dapat
menimbulkan biava ckonomi tingg sebab

fl ]

Actapun

Dalam Negeri  dan

Vg
memhansn

L



telah  dilukukan  pemanghasen  birohoasi.
Dengan  demikion segala hepentipgan

paasvarahat Hdak perlu Tz menvelesathan ke
Dinus Rabupaten wetapt dapat disclesabkan &
Kanter Camat Sauboja, Tujuan dilakukannya
pelimpuhan tersebut  adalah
untuk, Il membenkan  pelayvanan

Kewenangun
yang

coput, tepat dan pembiayaan  yang relatt

murah  bam  masvarakat  schingga  dapat
membawa  perubaban/perbaikan terhadap
kehidupan masyacakat.

Menatrut Steers {1083 T2
descntralizis kewenangan ST

menshasilkan perbaikan pada beberapa sem
dan  efektivitas organisasi,  khasusnya
desentralisasi  yang,  berhubungan  deigan
mennekatnya komunikasi dwa oaral yang
terbuka, Dengon adanva kemumkas: dua arah
terschut, akan  mondorons  menghasil-kan
peningkatan novasi dar kreativitas  dalam
organisasi, Sclain itu, dengan desentralisass
akan mendorony pemanfaatan vang optimal
dari selurahy  jumlab  personil ada.
Pendapat tersebut dipertcgas oleh Oshome
(L9945 : 183) mengatakan babwa lembaga
vang terdesentralizasi mempunya sejumlah
keungoulan. vaitu © Pertama, Jembaga yang
terdesentralisast jauh lehih fleksibel danpada
vang tersentralisasi, lembaga tersehat dapat
melnheri respon dengaan cepat  terhadap
finghunzan dan Kebutuhan pelanpean yang
berubsh,  Kedua, lombaga  terdesentralisas
jauh Iebih efektif durdpada yung
wrsentralisasi.  Ketiga,  lembega yang
werdesentralisast jauh Jebibh inovatit’ danpada
vang tersentralisas. Keempat, lembaga vang
terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja
vang lebih tinggt, lebih banyak komitmen dan
[ebib hesar pradukfinvitas.

yang

Pelavanan Publik
Pengertian Pelavanan Pubhk

Polayanan Publik dapat diartikan
sebasal  peinberian lavanan (mclayuni)
reporiuan  orang alae  mosyvarakat o oyang
mepunvai  kepentingan pada organisas

tersebut sesual denvan aturan pokok dan tata
cara vang telah ditetapkan.(Widiedo  Joko,
2. Sedangkan Pelavanan  linnun  oleh
Lembaga Adwnmistrasi Negara (1995)
dartikan  schagal  scpala bentuk  keglatan
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pelayanan umwn  vang  dilzksanakan oleh
nstansi ponwcrintah pusat,dy daerab, dan di
lingkungan badan asaha nslik negaowdacral
dalam bentuk barang dan ataus jasa, baik
dalam raneka upaya pemenuhan kebutuhan
masvarakat dalamn raniha
pelakzanaan  hetentuan-ketentuzn peraturan
perundang-undangan. Kewapban pemerintab
dacrah penyelenggara  utama
pelayanan publik untuk melayani kebutuhan
publik yang lebih batk scsuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
feood sovernanced dan demokeatis, hat
dapat diartkan hahwa “Pelayanan Publik
adalah  segala  keslatan dalam rangka
pemenuban kebutuhan dasar sesual dengan
hak-hak dasar  sctiap wargn negara  dan
penduduk  atas  suatu barang,  jasa atau
polavanan admintstrast yang disediakan olch
penvelenggara pelayanan yang terkait dengan
kepentingan  publik™ Memberikan  pelayanan
publik  yang dilskukan oleh penyelenggara
pelayanan publik  {pemerin-tah daerzh)
merupakan keglatan vang harus dilakukan
seears  berkesipambungan  sewing  dengan
perkembangan harapan pubhik yauyg menuntut
untuk  dilukukan  peeingkatan kualitas
pelayanan puthhik. Sctiap nAnusia
memertukan aat-afat vang dapat inendu-kung
kehidupannya. Alat-alat tersebut dapat berupa
harang dan jasa babkan kepedulian terhadap
sesama maupu lingkungan yang kesemuanya
disebutkan kebutuhan,

IS HTELLTRI]

sehag

Peclayanan Masyarakat Birokrasi

Palam kehidupan  bermasyarakat dan
bemeeara dewasa inl, kehidupan masyarakat
maupun kehidupan secara uwdividual sangat
dipenvarubi oleh negara. Pengaruh negara
dapat dirasakan scjak scseorang dilahirkan
sampal menjelany ajalnya melabe herbagut
beutuk  pengaturan dan kontrod  vang
dijalankan  olel badan-badan  pemenotaban
yanr bertindak atas nama negara, Fenomena
intervenst  negara  (state intervention)
mierupakan  suaty perwujadan  ditenmanya
konsep nesara kesejabteraan (woelure state)
{Ahdul Wahab, 1995 [ ¥, Oleh karena itu,
fenomena intervenst negara dalam berbagm
negara  akan  moemberikan bentukan  vang



boerapam terhadap  pelavanan publik syane
dilakukan oleh badan-badan pemerintzh.
Dalam perkembangae dewasa mi ada

kecenderunman vang  sangar Kuat o yang
mengaralt  pada  implementasi pelavanan

publik vang berkeadilan, Kecenderungan im
lercermin dant muncalnya pergeseran
paradienta administrast negara dart
paradigma kvanotatif ke paradigma kualitan{.
Datarm perkemnbangan paradigma admintstrasi
necara {publik), visi terhadap tema sentral
administrasi  negara telah  mengalam
perubahan pundangan. Misalnva, kelompok
cendikiawan muda adiministrasi negara yang
dipeloport olech Dwight  Walde  dan
bredenckson yang tergabung dadam gerakan
administrast negara baru  (the neo puehlic
administration) menawarkan ntlat keadtlan
sosial atau persimann serta pelovanan kepada
publit  sebagal tema  sentral vang  harus
diwijedkan dalarn administeast negarse, yzng
mempunyal  imphikas)  struktural  maugpun
manajerial. Selain itu, datam paradisma im
juga ditckankan menelak elistens sebagas
satu-satunva nilal dalam administras] nossra
(Tjokrowinote, 1993 ; 40-42),

Romuodian,  muncoluva pavedigma
inferpretutive  dun oritivel  theore dan
perendioma theovies of  emergeace darg

Homon  dan Mever serta tulisan Henry
tentung otika pelayanan intem dan ekstern,
menckankan peran pemerintah dalam bidang
pelayvanan  publik  {Eifendi, 1989 1.
Bertkot, Mufiz {1985 118} muenyatakan

bahwa elywmen pokok  admiaistrast negara

adalah  setiap  orsan pemerintall  tanpa
meinandang  tngkatannya  haros melavam
urusan  asvarakat.  Scjak bereahun-tahun

studl tenwang  pebfic service telabh banyak
difekukan, vang kemudian shlah birekras:
dan birokrat menjadi sulu honsep dasar dalam
nembalwsannya. Birokrast dimaksud adalah
sehagal satue sistem otoritas vang ditetapkan
secara rasional oleh borbagal peraturan serta
dimaksudkan ontuk mengorgmunsass secara
terater, suate pekerjaan varg hares dilukukan
oleh arang banvak . Mortemns Marx dalam
Adbrow {1989 ¢ 29) meromuskan bicokras
schagal npe organisast yang dipergunakan
pemeritah modern untek pelaksanaan tugas-

tugasnya  vang  berstfal  spestalisasi,

dilaksanakan dalam sistem aduunistrast dan
khususnyva oleh aparatur penwenintal.
Premikian juga Blao dan Page (dalan
Mutiz, 1985 171y memfonmulasikan
birokrast schagar  schuah tipe dan suatw
argantsasi vang dimaksudkan untuk mencapal
tugas-tugns adnumistrasty vang besar, dengen
cara  mengkoordinasikan  sccara  sistenatik
peherjaan darl banyak  orang. Dengan
demikian Wrokrasi idak hanya dikenal dalam
ereanisasl pemerintah saja, tetapl juga pada
SEINUA Oreanlsasi-organisast besar. Karena 1w
barokrasi ahan ditemui pada setiap  bentuk
vang chhasilkan  oleh  proses
rasionalizasi temitoma orFanisasl pemerintab.
Kemudian Welker {dalan Ticks dan Gadier,
1481 2067 mengeambarkan  pandanian
hirokrasi-nva vang  ideal,  mencakup
karckteristik-karaktertstik esensial,  dan
mengenal  orsant-sast vang radikal  dan
clfesien. Menurut Welker dalam Robbins
(1994 1 338) ter-dapat enam  Karakteristik
birokeas:, valtu :
1. Adanva prinsip panbidangan tupas vang
jelas, pada wmomnya diatur berdasarkan
hukum atau peraturan administrasi.

OTEan iSas]

2. Adanya prinsip hirarky kewenangan vang
Jilas )
3. Manyemen didasarkan atas  dokumen-

dokumen tertulis atan diarsipkan.

4. Terdapat spesialisasi dan pengem- bangan
pckerjaan melatui latihan heahlian

5. Aktivitus spesialisast menurut Kepastian
pekerjaan secara penub.

6. Berlakunya aturan-aturan urnum
NEEngenal Manajcnc.
Karakteristik-karaktenstik tersehut

mengrammbarkan ideal type birokvasi yang
ichih merupakan gambaran hipotesis daripada
vang  scbenamya  tentane bapgm-mana
Lebijakan organisast i distruktur, Birokrasi
adalalh  creanisos] berskala luas sang
didalamnya terdapat karaktenstik -
karekteristih di atas. Pembagian tugas vang
jelas bags aparat birokrast serta sctlap tupas
vang difuksanakan menurut keablian, Posisl
diatur  dalam  bertuk  herarke
wewenang disusun dan didelegasikan sceara
bertingkat mulai dan tingkat atas sampar ke
tnghat  organisast paling bawah.  Segala
findakan administrasi harus  tertulis  dan

densan

a4



projabat birakeas: haras manwu memisahkan

friras kematan kuntor  dengan kepgiatan
pribadi, Mensingat  teas-taeas e dalam
OLETHSUS dilaksunakan kerdasarkan

spestafisgs] maka diperiukan pendidikan dan
Jatihaen bagl apares birokrast seeara kontinue,
Menmrahami karakatenistik berokrasi di
atas, dapat  dikemuokakan beberapa keung-
gulan  dan birohrast, vaita  terletak. pada
admimstrast vang dikelola secara efesien,
tegmas den pastt karens segala tindskan aparat
berdasarkan porataran per
undang undangan wang dirwmuskan secara
wnwm, konzsisten dan razienal, (Meh karena
tu  bwoekrsi  int dapat  dijalankan dan
dipahamt  kolau  aparat birokrasi  telah
hempikiran maju dan rasional. Keonpouwlan
lain tafeh balvwn administrast didokumen-
rasikan, sehimged terhindar dan kekaboran-
kekaburan  dan akan mengarah  Kepada
undakan  konsister  dalam  semala bidang
advinestras). Keunggulan benkutnya, bahwa
terdaprat hesamaan kebijakan dalum
administrast  karcua  sumber  kekuasean 1t
dart satu sumber  valtu puncak
orgonisast  dilunpabkan  setingkal  dem
setinghut welalur herarki orgnalsas:,
[emikian pula keungeulan birokrasi jalah
rastonalitas,  yailu cara berpikie vang
cistematis herdasorkan realita dan ketepatan
dalamy  menggunakan  saran adininistrasi,
Rastonditas dapat dilaksanakan kalau scetiap
aparat hirokrasl dlandaskan kepada perataran

adiministrast

datans

el ndi i U.Ildilllg?]ﬂ karena pl‘l’ﬂtunﬂl
periendang-undangan iy mencemunkan
sejaub mungkin realita vang ada. Terhadap

pandangan Welker menge-nai birokras: ing,
menuret Aref (1986100} telab  dapat
melenskopl pandansan orang watuk melihat
don menganahisis organisast secara jelas dan
pastt. MNamun bansak Juga kobik terutama
meogenar baekras dan
ctesienst, walaupun demikian Welker sendin
dadam Sapuss (1987 1 289 memperkuat sep
positifiye bahwa eksistenst birokrast tdak
hisa dibantah. Hal iar diakul  jesa oleh
Crbome dan CGuebler {1992 0 xviii), bahos
masvarakat  vang heradab tidak akan
berfunps)  efektit mwanakala  pemerintehnya
tidak ahuan berlungsn elekof keranya, yang
men|adi masalab sistemnya bukan orang vang

mempersoslkan

L0

berkerja pada pemenntah  dan pemeriatab
menjunin persantacn hak warganya.

Melihat pola hubungan antara hirokras
dengan masyvarakat, Altian dan Syansaddin
f 98] 229y membedakan doua kateoon
oricntast  tangeunge  jawab  hirokras:,  yoiu
orivcntasi pelayanan dan ofcntasi
pengendabian sosial. Bebagm pelayan
masyarakat, birokrasi  pemerintah secara
profesional  hames membenkan  polayanan
kepada masyarakat yang mampu oienjamin
kepuasan plhak vang difayani

(Ishome dan Geabler (1992 @ x)
mengusulkan sembilan asas kehijakan yang

berkaitan  dengan  fugas masyarakat  vang
dilakukan  pemerintah dan sekaligus

merupakan asas pelavanan kepada masya-
rakat, vaitu :

1] mengemudikan  ketimbang pemerintzh
vang melayam,
21 bersainglah dalam meimberikan

polavanan,

31 orgamizasi  vang  mclaksanaken  aturan
perlu divbah menjadi organisast vang
WICIPUn Yl IS,

4] blava yang menghasifhan sesuatu jangan
sehaliknya,

5) perhatikan  kebutehan  langganan
bukan kebutuhan birokras,

3] mendapatkan biava
niemboreskan biaya,

7} mencegah lebih
meneobati)

81 jaulalah herark:, kembangkan partisipast
dan kerja tim,

idan
dan bukan

baak: keumbang

9} perubaban sesualkon dengan keadaan
pasar,
Kesembilan  kecenderungan  wersebhut

walaupun fenjadi di Amenka Senkat, sctidak-
tiduknya beberapa diantaranya mempunyat
niiu vang sama dengan apa wvang sedang
dipikirkan, digrahkan dan dikembangkan oleh
pemerintah  sckalipun muangkin herbeda
Linskanmannva,  Khusus  didalam kontak
pelavanan masyarakat, pemerintah hares lebih
bersitat terbuka menghubunekan partisipasi
dan kerja tim, menempatkan din pada posis
tuntutan kebatuhan viasyarahat, serta peran
permertntah harus dimbangr oleh peran serta
dalam pelavanan magsyarakat,



sedanykan kebijakan pemerintih
sehamimana vang di atur melalun Kepmenpan
noror A3 tahun MM tentang Pedoman
Ielavanin L, Seeara implonentan! harus
meneenmnkan & prinsip pelayanan, antara
tain
4. Kesederhanaan,  dalam arti hahwa
prosedur [/ tata cara pelavanan descleng-
garakan secara mudah, lancar, cepat tidak
berbelit-behin, mudab dipahamt dan mudal
difaksanakan;
b, Reelasan dan hepasoan
hejelasan dan kepastian mensonal

1} Prosedur/ tata cara pelayvanan umumn;

2} Persyvaratan pelayvanan vmum,  baik
teknis maupun adnunistras;

i) linit kega dan atau  pejabar yang
berwenane dan  bertanreung  jawab
dalam memberikan pelayanan umu;

4} Rinctan biaya’ tant pelavanan umuom
dan tatacara pembayarannys;

51 Jadwal wakre penvelesuan pelayanan
Imn:

fry 1lak dan Kewajiban baik dan pomben
naupun  puncrima pulayvanan  amum
herdusarkan  buktt buktt penenmaan
permchoenan ¢ kelengkapan  schaga
alat untuk memastikan mulal  dars
proses  pelavanan wmiam hingga
kepenvelesalannya;

7y Pejabat wane menenma  Keluhan
masyarakat apabila terdapat sesuatu
viang tidak jelas, dan atau tidak puas
atas pelayanan vang diberikan kepada
masyarakat (pelanoan);

¢ Keamanan dalim arti hahwa proscs hasid
polayanan  wmum dapat memben-Kan
heomanan dan kenvamanan serta depat
mumberikan kepasoan buk;

d. Keterbukaan dalam anti proscduwry’ talacara,
porsyaratan  ,  satuan herje pojabat

wwh  pembern  pelivanan

unnn, waktu penvelesalan dun nncian

biaya’ tarit dan hal-hal lan vang berkaitan

adanya

PPenUINTSUn

denpan proses pelayanan umuam  wajih

duntormasikan secara terbuka agar mucdah

diketahul dan dipahami oleh masvarakat,

baik diminta maupun tedak dinunta

[fisien dalom :

1} Persyaratan pelayanan woum dibatasi
hanyva pada hal-hal vang berkattan

L

fangsung dengan pencapaian sasaran
pelayanan dengan tetap
memperhatikan heterpadoan antara
persyvaratan dengan produk pelayvanan
wnitn vang diberikan;

23 1deegah adanva pengulangan
ketengkapan persyaratan pada konteks

vang  sama  dalam hal  proses
pelavanannya  kelengkapan  persya-
ratan  dari satuan Keria/  instansi

pemerintah lain vany terkat;
£ Fkoenomis, dalam arti pengenaan biava
pelayanan vmum harus ditctapkan secara
wajar dengan moermperhatikan
1} Nilan barang atau jasa  pelayvanan
wnwm tidak menuntut biaya  vang
tinggt di luar kewajaran:
2} Kondisi dan kemampusn masyarakat
untuk membayar secara wmm,
3} Keteontuan perundang-undangan vang
betlaku.

g, Keadilan  yang  merata,  dalam artt
cakupan’  Jangkausn pelavanan oomum

harus diwsahakan seluas mungkin dengan
distribusi vang merata dan diperlukan
sizcara adil;

h. Ketetapan waktu, dafum arti pelaksanaan
pelavanan  umuam  dapat  diselesakan
dalarn waktu vang telah ditentukan.

Kepuasan Masyarakat

atam  Keputusan Mentenn Pondaya-
sunaan  Aparatur Negara No o Kep 25/M.
PAN/22004  tentang  Indek  Kepuasan
Masyarakat, menyatakan babwar  Tlndeks
Kepuasan Masyarakat (TKM) adalah data dan

informasi tentane tnekat kepuasan
masyarakat  vang  diperoich  darl hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitaif
alas pendapat masyvarakat dalam memper-cleh
pelayanan  dant aparatur  peayelenguara
pelayanan public  dengan membandingkan
antara harapan dan kebutuhannya™

Lintuk mengetabur kepuasan  masya-
rakut 2tan pefanggan dapat dilakukan mnelaku
pongkuran  kepuasan masvirakal  atau
pelanggan, untuk dapat  mengstahw sampar
sejauh wana pelayanan  telah mampu
memenuhi harapan atae dapat wembenkan
pelavanan kepada pelanggan, maka organisas
hares mengetahul tingkat barapan pelanggan
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ataw suatu atribut tertentu. Harapan pelangoan
ini selanjutnya akar dibandingkan  dengan
kimerpn aktusdnyg, sehinera dan sie akan
dipciolel inddehy Aeprosan polangean vang

meneenminkan  kaalitas pelavanan avang
diterima olch pelangean,

Menpurut CFjiptono {1997:31),  Indeks
Fepuasan Pelimggsn adalabh menpukur

perbedaan antara apa vung ingin diwujudkan

uleh pelanggan dalam membeli suatu produk

dan  apa yang  sesunsguhnya

Jdriawarkan  perusubaan, Scdangkan  Bragan

{EO02:51.53) memboerikan alasan pensunaan

[ndehs Kepuasan Pelanggan sebagal vkuran

untuk mengetabui kuaiitas pelayanan adalah

popdasarkan kebanyakan pendapat vanr
mengatakan babwa  untuk mengetahua
program mutu, apapun bentuk oroanisasinya
kiberlasilan dari program  mota  tersehot
diukair iarn kepuasan pelangean™

Menuamut Kep 25 M PANZ 2004
tersebut terdapat P4 unsur yang “relevan,
valid dan reliable™, schbagal unsur minimal
vag bharus ada schoga dasar pengukuran
indeks kepuasan masyarakat, vaitu:

[} Provedur Poluvaran, yatu kemudahan
tahapan pelayasan yvanyg dibenkan kepada
masyarakat dilihat dar sist kesederhanaan
alur pelavanan.,

2 Persvartan Peluvanas, vaitu persyaratan
teiras dun administratit’ vang diperlokan

daun jaso

untuk  mendapatkan pelayanan seswn
dengan jenis pelayanananya.
3) Nejelasen petugas pelavanan, yaita

keberadaan dan kepastian petusas vang
memberikan pelavanan.

4y Kedislipinun petirgas peluyanan,  vaitg
kesungguhan petugas dalem inanberi-kan
pelavunun terutama  terhadap kousistensi
waktu  kerja sesual  ketentuan  vang
berlaku.

Sy fwmreangr fuveh petioras peluvenan vam
sejelusan dan tang-
sungnjawabk  petagas  dalam penveleng-
garaan dan penvelesalan pelavanan.

i) Accepctun pelvangn. vaita larvet waktu
pelavanan dapar diselesaikan dalam waktu

WSW LTI ang,

vang  telah  citentukan olch unit
penyelengearaan pelayanan.
Ty Kemamipuen petwgas pelavaran,  yaito

tngskat keahlian dan ketrampilan yvang
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dimiliki petugas dalam memberikan atau

wenvelesaakan pelavaran Kepada
masvarakar,

&) Avadilenr mondapaiian pelavares, vartu
pelaksanaan pelavanan  dengan tidak

membedakan golonganistatus massvarakat
vang dilavani.

W Kesoperen dun heramahan petirus, yaliu
sikap  dan  penlaku  petugas  dalam
memberikan pelavanan kepada masya-
rakat secara sopan dan ramah serta saling
menghargal dan menghommati,

) Kewaferran blave pelavanan, vaitn
heterjunghauan masyarakat  terhadap
hesarnya biava vang vang telah ditetapkan
ofch unit pelayanan.

Ul) Repastion Mave peluyvanen, yailu
Kesesumian antara blava vang dibavarkan
dengan hava vang telah ditetapkan.

L2) Nepastion judwad pelayanun,
prlaksangan  wakie  pelavanan,
dengan ketentuan vang telah ditctapkan.

13) Aearvameanar  laghnngan,  vate kondis
sorona dan prasarng  pelayanan vang
bepsih, rapl dan teratsr schingga dapan
membertkan  wasa nyaman kepeda
punerima pelayanin.

14y Aeamernen pefayanes, yalta tenamin-nya
tingkat  keamanan  ling-kungan  unit
pelayanan ataupun sarand yvang digunakan
sehingea masvarakat mernsa tenang untuk
mendapatkan pelayvanan terhadap resiko-
resiko vang diakibatkan dar pelaksanaan
peliyiman.

Yt
SO0l

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelinan vang  dilakukoan  penulis
termasuk  penelian desknptif dan akan
dianalisis  denpan  mengounakan  meotode
Kualtlatit.  Penclinan  deskriptif kualitatif
barmaksud nendeskripaikan relast  schuosh
peristiva  unink  memperelel  gambaran
tentang  fenomena yang  teradi dalam
kattannya  denean masalah ovann  diteliti
Menurut Raxavieh, {1996 332 ] bahwa
penciitian deskoput dirgncang, untuk

mendapatkan informasi tentang status gejala
dan diarahkan untuk wenentukan sifat situs
pada saat penelittan dilakukan. Tiduk ada



perlakoan vang dikendalikan  sebzeaimana
ditentukan  dalmn  peacliian chspoimental.

Pencitian  deshniptif pada wnumnya tidak
dimahsudkan uniok menguji hipotesis dan
twuannya  adalal  uotuk  mendeskripsikan
varabel ataun kondisi apa vang ada puda
sitwas) terterntu. Scdanskan analisis kualitatif
dimaksadkan  selain dapat mengungkapkan
persenwa-peristivea 1iil, tetapt diharapkan jugs
dapat  mengungkapkan  nilui-nilsi vang
terkandung dalam kiverja aparatur, Sceara
teoritis penelittan kualitatit dianggpap
nietakukan pengamatan melalu lensa-lensa,
mencart pola pola hubungan antara konsep
vang schelunnya tidak ditentukan, Penclin

harug  weenggunakan  dire sendiri sebagas
mstramer, kemudian mengeikute asumisi-

isumsr kultural sekaligus  nengikuti data,
dalam epaya mencapa wawasan imafinatit ke
dolamm dunia sostal imforman, maka penchiti
dtharupkan fleksibel dan retlektd, tetaps tetap
mampau rmengature Jarak (Brannen, 1997 ;0 11).

Folaus Penclitian

Fokus penelihian vang diretaphan meliputi

s [mplementas: pelunpahan sebagian
Kewenangan dupat Kutamr Kartancgara

Kepada Camat Samboja, maka  vane
wienjadi sub fokus penclitian
a. Pemahaman  aparatur pelaksana

terhadap kebifakan

b, Alokasi Anggarun vang dipersiap-kan
untuk nnplementas: kebijakan

¢, Rusntitas dan Kuatitas sumber daya
aparaiur sechagal pelaksana kebijak an

d. Jenis Kewenangan vang dilimpah-kan

¢c. Keberudaan  sarana‘fasilitas  operasie
onal untuk menunpang kematan,

f. Perubahzo yvang teradi  atas lavanan
vang dibenkan pada masyvarakat

o Responsibtlitas Aparatur terhadap
pelintpahan kewenangan

Fabtor-faktor  vang  mendokung

menghambat  pelaksanaon schahasan

kewenanoan vane  diltmpahkan dare

Bupati kepada Camat Santhoji.

=

dan

sumber Data
Adapun sumber data vane  diambit
tlalaun penetitian i melipuen

i Informan @ Pemiliban iforman dilahckan
dengan menggunakan reknek sirow bod!
reepiprbing sesual dengan kebutuhan dan
kemantapan penelitt datam pengumpulan
data, Setelah dalam proses pengumpulan
data ndak  lagn ditemukan  informan
{mencapat vtk jenuh), maka penelizn tidak
mencart  infornan baru dan proses
pengumpulan informan diangzap selesal

Dalan  hal im1 jumiab  informan bisa
sedikit,  tetapi  juea bisa  banyak
tergantung  dart @ 1} tepat  tidaknya

pemilihan informan: 2) kompleksias dan
keragaman  fenomena vang  ditelit
Dalam hal 1 sehagat mforman adalah
pemuka  masyarakat, tokoh  agoama,
aparatur polaksana, dan warer ' masvarakat
vang memerivkan  lavanan. Scdangkan
sehagai key informan adalabh Camat dan
Sekretaris Camat.
h. Tempat dalom hat imi meliput  lokasi
penchian, fasibitas yang tersedia, keadaan
alam dan keodaan sosial budava., Atas
dasar karaleeristil wilayvab inilab penelit
memungkinkan untuk memperofeh data
vang berkenaan dengan tohus penelinan.
Dokumen-{dokumen : Sumber data vang
diperolelr mwlalat bahan-baban  terulis
berupa profil kecanatan, laporan tahunan
dan bahan-bahan laporan lain serta arsip
vang  relevan  dengan  masalab
detelhitn.

If':

e
yang

Tcknik Analisis Data

Sesual tujuan penclifian naka analisis
data vang dicunakan dalam penchtian i
adalah  Analisis  data wodel  interaktif
fimteractive  moedel  of  wmlsisy vang
dikembanghan oleh Miles & Huberman (997
216). lintuk  keperluan  terschut  penelit
menyederhanakan  data yang  diperoleh
kedadam  bentak yvang wuadah  dibaca.
dipahati  dan  dinterprestast yang  pada
hakekatnya  merupakan  upava  penelitian
untuk menean jawaban alas pennasalaban
vang telah dirumuoskan, Data yang diperoleh
i lapangan  sclanputnya  danalisis deagan
melakukan  pemaparan seita interprestas)
secard mendalam,



HASIL PENELITIAN

Boerdasarkan pepvajan datn vany
dikemukakan e atas telabh ditermukan
herbagat permaszaiahan vang erkart denman
pelunpahan  sebagian  kewenangan  Bupar
hepada Caimat. Darl 12 kewcepangan  vang
dittmpahikan TeImyae beluin Semui
kowenangan dapat dilahsanakan sesua vany
dihurapkan weap! dan schagian kewenangan
tersebut secar implementatif worindikasi baik,
sepertt bidang  ketenaga  korfjuan, Bidang
Pendidikan [Luay Schkoluh Ponuda Jdan Olah
Raga, dan Budang Pertanuhan. Sedanskan
undull Rewenangan laln masih awenghadapi
borbagar kendala dizotaranys kueanp
tercedianya aparatur  wang prolessional,
terbatastiva sarana dan prasarana pendukung
vang  memadai,  serta adanva ketidak
seambangan antara Kapasitas dan kompoetensi
aparatur dengan beban pekerjaan yang terkait
dengan jenis kewenanzan yang dibmpahkan..
hMoskt  demikion  sscara repersentatif
pelaksanaan pelimpalian schapian
howenangen  Bupati Kutal Kartanegara  di
Kecanatan Samboa lbih branyuk
memberikan  Loatribust vang berart bag
kescjahteraan masvarakat di davrah rerschur,

Kurang  optunalove inplementast
kebpjakan  Bupatt Kot Kantancgara
digehabkan, sclain kurangnya pemahaman

terhadap 121 kebiakan, batk oleh aparatur
pelaksana ito sendin jugw masvarakatnya
Justre para pelaksana Xebijakan banvak vang
tdak  memahami s kebpakan  secira
Keselumban  dan mercka ratsrats menge-
tahul  schagian kel dari it kebijakan
terutama vang lerkait dengan kewenangan
vang  ditanganinyva.  Karcna  informast
mengenal 51 kebijakan hanya diketahatl olch
katangan struktural dan semicntara scbasai
pulaksuna  fidak  mengetabul memahami
secara Kescluruhian yang terkandung dalam
kebijakan, sedangkan untuk kegiaran ratinitas

sehagar pelaksana kebijakan  semata mata
hanya  menjalankan  sesuas penotah 7
pengarahan atasan. Beedasarkan  teord

kebyakan babwa keetektifan tmple mantasi
hebpakan sangut ditentukan oleh kompetenst
aparatur  pelaksana dalun  memahann s
kebijukun.  Bagnomana  mungkin  sebagai
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aparatur peloksana akan memgalankan
~ebyakan scearn efektf  manakala  para
pelaksananva tidak  mema-hamt secara
Kontekstual  techaedap kebijaukan  terschut,

Apalagr bagr masvarakat Justru hanyva orang-
orang  tertenty  vang  mengetahuai o mengenar
kelitjakan lersebut, kariiia belum
disosialisasikan secara maksimal, Maka dan
ity keterbatasan  mformas]  vang  ditertma
masyarakat  vang membuat  substanst
kebijokan  kurane  berjalan secara efektif
Kurang  optimalnys  dalam  penyebaran
mfonwasi, nemang dopat menyebabkan
kurang optamalnya dan hasit yang diharapkan

Oleh karena ite cukup  ber-alasan  jika
kebpyakan  terscbut dapat  diserapidipahami,
bukan hanya kalangan aparatur pclaksana
tetapr  juga  masyarakat  schasmi objek
kebijakan  hares  taho/faham  mengenat st
kebijakan,  Karena  dengan  pemahaman
terhadap maksud dan tujuan dan kebijakan
akan membawa imphimasi yang mendorong
masyvarakal akan terpacu untuk mendukung
kehijakan tersebut

I asi lain kurang  optimalnva
imtplementast kebijakan, pka  dibhat dan

substans permasalaban ternyata fidak terlepas
dant faktor alokasi dana vang dipersiopkan
urtuk  mendukung  pelaksanaan kebijakan.
Termvatn pemerintah Kabupatea Kutal
Rartancgara  dalam memberikan pelimpaban
kewenanean tersebut tidak dibarenoi denpsan
dana vang cukup, dengan anggaran vang
terbatas maka tidak mungkin secara aplikatif
kebijakan tersebut  dapat benalan  efekufl
hMenurut  teorl  anabisis kebyakan  publik,
hahwa kefekntan pelaksanaan  Xcbijakan
harus dudukung dengan sumber dana yang
memadal,  karcna  alokas:  dana vang
diangearkan relatif kectl maka pelaksanaan
kebakan akan mepghadapt persoalan vait
sulain karamy elehul jugse nilal manfaa vang
dittmbuikan oleh kebijakan tersebut kurang
signifikan, Memang sangat disavangkan jika
upaya  pomcenintah Eubupaten Ruta
Kurtanegara  vang  begitu  sntusias g
mensejahterakan masyvarakatisya letap karena
dalam pelabsanaan kebjakan adak dibareng
dengan pendanaan vang memadal Justra akan
tudak  banvak membawa perubaban  vang
berartt bz kehidupanikesejahteraan



masvarukat.  Berkenaan  dengan kebyakan
tersebut vang pertu mendapatkan perhatian
adadah alokasi dana  untuk Kegiatan
opcrasional, maka denean alokasi duna relatf
hectl rentuoya akan wengabdapt persocalan

untuk  menganekaun semued wilayeh  vang
menjacdi kewonaneannyi. Mampaknya
hostapun pemerintzh Kabupaten Kuta

Rartanceara borkenaan  demean pelimpaban
kewenangan  tidak  dibarcngt dengan dana
vang cukup dan dengan denobisn tidak
semua hewenangan dapat dilaksanakan secara
fektif,

Jika  dilihat  dant  besarannya
hiwangan  yang dlanggarkan pada masing-
masing  pos kematan, kemudian dikaitkan
dengan 12 kewenangan vang dilimpahkan
justri dana tersebut  kurang mendukung F
tidak schanding dengan kegiatann vang harys
diigkukan  oleh pemerintahan  kecomatan,
Ketidakseimbangan tersebut cukup beralasan
ke kewenangan vang dilimpabkan kepada
peinerintah Kecamatan  Sambioja sccara
anplementatif kurang optimal, Mesks
demirian,  untak kegmawm sutin vang
dengan 12 Kewenangan  tetap
berlangsung meskipun dalam perjalanannyva
menghadapi perseal-an. Sepertt kowenangan
vang anenyanskut gin usaha dr bidang
pertantan termyata tidak o semua warga
masyarakat yang berserak di dang tersebut
memiliki  tin usaha Date  menunjukkan
bahwa dit 103 pengusaha 1 Kecamatan
sambeyn vang  memnilikt m wsaha sebanvak
41 wrang.  Biantaranya pada di bhidang
tanaman pangan sebanyvak 20 orang, di brdanyg
peternakan sebanvak 735 orang dan di bidang
perikenan udak ada.

Komudian dari bidane usalia
perdagangan dan mdustyl, Juga mengalani hal
vairg sama yaltu masih adanva pengusaha
patull  dan taat  ierhadap
kebijokan Bupail.. Lal tersebur serndikas
oleh  banvaknya  pengusaha vang  udak
memihiki v usaha, misaloya pada hidang
perdagangan daer 168 peneusaha yang
memdilki  ifin usaha hanva 132 orang
Demikisn pula pada bidang  permdustman,
dari 2] pengusaha vang memiliki iin usaha
hanya 7 orang

i
<

nilal

berhenaun

vang  kwung

Meskipun pada hiduny perdagangan dan
ndustrn menunjekkan kurany etektinva dalam
impietnentasi  Kebtjakan,  tetapi berbeda
dengan kewenangan pada bidang
ketenagakerean. Justru pada ewdang uu telah
mermboertkan kontribust  vang berartl bag
para anekatan kerja Spencarnt kerjz. Karena
kepentingannya dapat deselesa-Kandterlayani
di di Kemtor Camat Sambopi

Menurwt data menunjukan bahwa para
pencarl kerfa yvang terlavani untuk
mendapatkan kartu koning jumlahnva relatf
banvak. Dalamn kurun wakiu [ tahwn terakhir

(2009 Kantor Camat  Sambojn telah
mengeloarkan kartu kuning scbanvak  1.526
lembar.  Yang terdin  dart pendidikan

SINSLTP sebanyak 1048 %4, SETA schanvak
63,04 24, Sarjana Muda /D3 sebanvak 2,20 %,
dan Sarjana  sebanyak 24,18 %%, Dengan
demikan kewenansan pada  bidang
Kotenagakerjaan di Kecamatan  Samboeja
seeara implementatit  telah memberikan
kontobusi yang herarti kepada para pencan
kerja di dacrab tersebut.

Temuan VI berbeda dapat
dikemukakan wmengenal Kewenangan  pada
bidang liscns: terhadap bangunan. Karena
banyak wargn masyarakat  vang  Kurang
mematubi terhadap kebiyjakan Bupati teretama
tentang, pendinan bangunan ternyata banyak
yang fidale memiltki [MEB, Misalnya pada
tahun 2007 terdapar 14409 unie bangunan
ternyata vang memiliki IMB hanya 4352,
demikian halnye pada wshen 2008 dao
14,051 unmit bangunan vang ada di Kecamatan
Samboja ternvata 013 unit bangunan vang
memiliki IMB., Kemudian pada talan 2009
juga mengalami hal yvang sama yvaim dan
15,128 unit bangunan ternyvata hanya 764 unit
bangunan  vang memibike IMEBD Tingginya
angka  pelanggaran  tersebut  disebabXan
kurang  intensitnyva petugas pelaksana
kebijokan dalam melakukar montoring dan
[emabinya sankst pada pemilik bangunan.
Untuk  sementara para  pelanggar belum
dikenokan sanksi vang berat atau membuaat
masyarakat lebth  jera frdtkasi  tam
menurjukkar  babwa berkenaan dengan
kewenanyan Bepatt vang dilimpahkan pada
{amat Sambojz padae bidang pertambangan
temyata menghadaps hal vang sama yaitu
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ruiil adanyva para penpusaba vane nakal
vang metn nlefepaskan <diet dan pungatan
retribust. Hal tersebur terindikasi oleh selisih
angka antara junilalt pengesaha deogan ijin
wsaha vanye dikelugrkan oloch Kanror CCamat
Samboja. Misalnya untuk pengeatian aie di
Bawalh tunab, dan 8 pengusaha envata vans
memiliki ifin usaba hanye 2 crang, demikian
haloye pada bidang Penggalian Gulongan €,
dart 30 pengusuba temyata hanya 09 orany
yong muerliki g asaba, Demikian juga pada
dung penggabian tanah dan sertu dari 16
pengusaba fomvala vang memilikl ijin usaha
hanva 14 orang. Sehenarmva terkait dengan
webiakan di budang  pertambangan,  bukan

karcna ketidak talwan pengusaba terhadap
kebijakan Bupatt tetapr  memang  terdapat
unsur - kKesengajaan, sehinesa mereka
herspekitlas: entuk menghindarkan dirl dart
rrngtan refrihusi.

Inadikast  lam vang  terkart  dengan
pelimpaion Rewenangan Bupati kepada
Camat  darubopn adalah pada bidang

partwisata. Secara unplementatif hebpakan
tersebut  hurang  berhasil karena  masih
banvaknya para vsaha wisala vane tidak
wcruihkn gin wsaha, Terutama pada bidang
usaha  Buber Shoppotong  rambut, mumah
rakim dan salon kecansikan vane banyak
aak menuliki 1in ussha, Kurang optimalnya
dalam melaksanakan kebijakan i bhidang
tersebut selain tidak adanya biava operasional
Juga kurane cdidukunz densan sarana dan
prasarang vang mentudn. Sehingon  petogas
petaksuna tidak dapat berbuoat febih banyak
karena sclain terbatasnya petugas pelaksana

juga kwrang  didukanyg  dengsam osarana
vperasivnal.
Kemudian  kewenangan lain vane

berkenaan dengan kebijahan Bupati adalah di

bidung  kependudukan,  Sesuai denpon
kebnahan pemernntulr somoer 23 tahun 20006
tentang  Sistem informasi  Awdministessi

Kependudukan  (SIAK) otoritas  pembuatan
Karte tanda ponduduk di kembaliban pada
f¥nas  Kepemdudukan  dan Catatan Sipat
Kebupaten  Kutal  Kortaneparn sehingga
Kewenangan cunat hanva melakukan proses
administrast. Dengan dikeluarkan kebijakan
rerschut masyarakat akan menshadapd
perscalan bharn  vang  tadinve  dapat
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discivsalan dalam waktu vang relatit singkat,
tetapt dengan Kebijakan vang sekarany i

st pembuatan KTP kurang efcktit dan

ehisien, Karena jaiur birokrasinya panrang dan
memerlukan waktu relatid Lama.
Sedangkan  kewenungan
berkenaan dencan pembuatan akte tanab oleh
Kasi Pemerintahan dif Kantor Camat Samboja
wrindikasi  cekup balk. Meskipun  dalam
lavanannva terkesan lamban  tetapd semua
penmintaan  masyvarakat uniuk  mendapatkan
surat akte tanah dapat terfavani. Dalam korun
wakiun satu fahun Rantor Caput Samboja
telah  mengeluarkan  akte tanah  sebanyak
2802 lembar dianlaranya 1571 lembar
scharal surat pemyatdan penggaripan atas
tanah, & lombar vang sifatnya hibah, dan 923
lembar  sebagai hak., Densan
adanya pehmpahan kewenangan  terschut,
kepen-tingan masyarakat dapat terlavani tebih
ckonomis karena tidak banyak mengeluar-kan
pengorbanan. bk waktu, tenaga dan braya
kalau  dilihat  secara komprehensif
rwngenadl  kowenangan  yang  dihmpahkan
kepada Camat banyvak memberikan kontribus
vang berartl pada masyarakar di Kecanatan

laln vang

pelepasan

Samboja  ferutama kemudahan-kemudahan
untuk mendapatkan lisens) sebagaimana yang
dibutubhan  dapat  diselesatkan pada
pemcrintah  tingkat  kecamatan.  Kebijakan

terschut  termasuk  kebijakan vang popular
karena merupakan  terobosan bara  untuk
mengakomaodas: kepentmgan masyarakat
denman cara vang lebih praktis, elisien dan
elekith, Karena tidak dibarenyn dengan taktor
pendukung vang justry kebrjakan  terscbuot

Kurang  dianggap  populer.  Meskipun
Kebijakan lentang pehimipahan Kewenangan
Bupan  kepada  Coamat Samboja folah

menunpikkan perubahan terbadap kehidupon
dan  hescjab-terasn  wasyarakat  Kecamatan
Samboja tetapr perubaban terscbut belum

sigmifiban karena  dalam pelaksanaannya
masith  dihadapkan pada persealan vang
krusial,  Meske demikion reponsibulitas

aparatur  torhadap kebiakan  terschut terus
diupavakan tegadinva perabahan yang lebih
hatk.

Dalam katannya  dengan  pelimpahan
sehaglan kewenangan Bupati kepada Camat
Sambeja ternyata seeara nmplementatif tedak



tertepas dan laktor-fakior vany mendukung
i menghambat. Adapun faktos-faktor yane
menduhung melipati UL No, 32 & 33 whun
2004 tentang Ponerintalian Dacrah dan
peruubangan  hewwpan pemcerintah pusat
Jdengan pemerintaly Daerab, Sura Keputusan
Buprati Kutai Kartanerara Nowmor
IROASSHIN-537  Talun 2000,  tentany
Pelmpahan  sebagian  kewcnangun  Bupati
Kutai Kartanegara kepada Camat, Komitmen
vanrm  kuat Camat Samboja untuk
melaksanakan kewenangan yanyg dilimpahlan
Bupati Kutal Kartanepara sesual sisten dan
prosedur vang berlaku dengan
mengedepankan kepentinpan masva-rakat dan
Kondusifnyn kondisi lingkungun kerja yang
memunghinkan  kebijaskan  Bupati  dapat
dilahsanaken dengan baik Sedangkan falktor
vang Muoenghambat Meliputi @ terbatasnya
suntbar  dava  aparatur vang  memiitk
kompetensl  professional  terutama sesuai
bidang kewenangan  vang  dilimpah-kan,
terbatasnya  sarana S fasilitas kerja untuk
menunjang  keglatan  operasional  torutama
untuk  melakukan  mounitoring ke wilayal
Lbewenangan, luasnyva wilavah kewenangan
dan hanyaknya kewenangan
dilimpahkan, tidak dibarengi dengan sumber
daya aparatur yang memadm, balk secara
kKuanutas mauvpun koalitas  jupa sarana dan
prasarang yang  nenada dan korane
optimalnyy sosiwelisasi kepada warga
masyarakat db wilayah Kecamaten Samboja
tentang  pelimpahan Kewenangan  Bupau
kepada Cumat, schingga partisipasi masya-
rakat terhadap kebipjakan tersebut kurang
berjalan efektifl

yang,

PENUTLP

hesimpulan
Dart data hazidl penslitian dan
pembahasan,  penolis dapat simpulkan

beberapa hal sehagal berikut:
1. Pelinpahan scbaglan kewenansan Bupan

Kutal  Kartanegawra  kepada  Comat
Sanbuotu schagai upaya tnluk

meninghatkan lavanan pada masvarakat,
neskt  demikian wapava tersebut belum
menunjukkan hasil yang optimal, karcna
secara nnplementatif kebipakan tersebur

!24

T

tidak dibarengr dengan fakior pendukung,
antara lain sumber cdaya aparatur, batk
secarn kuantitas dan Luealitas, hemuodian
sumber dana vang cukup, bhegita pala

sarana dan  prasarana yvoeng  mcemadai
Meski demmkian dengan kebijakan

tersebut secara faktual telah nrenunukkan
kontribust vang berartl hagl masyarakat d
Kecamaran Samboja karena kepentingan
masyarakat yang berkenaan dengan 12
kewenangan  lersebut dapat  diakses  di
Kantor Camat Samboja.

Kebtjahan Bupatt Kutal Kartanegara yaony
telah  melhmpabkan 12 (dua  belas)
kewenangan pada Camat Samboja telah
membawa perubaban yang berarti bagt

kehidupan masyarakat karena  secara
chonomis  dapat  menngankan  beban
masvarakat  pada  scliagp  kepemtingan,

mengingat  jalue pelavanan selatn lebih
peadek dan tidak banyvak membuatuhkan
pengorbanan vang  lebih  besar,  baik
twrhadap pengorbanan wakty,  tenaga
maupun hiava,

Dart 12 kewenangan yang dilimpahkan
Bupatt Kutmr Kartanegara kepada Camat
Samboja  vang mplemen-tatif
belum semuanya dapat diterapkan secara
clektit mesky  demikian  terdapat 5
kewenangan vang dianggap efcktill den 6
kewenangan  lainnva  cukup  efektifl
sedangkan | kewenangan vany mengatur
lentang pelayvanan pemu-ngutan
perctapatan  dacrah  karena kewenangan
tersehut memang tidak ada vang inenjadi

SCCIHTA

abjck kewenangan tidak dapat
kewenangan  yang  dianggap  kunmg
cfoktif, harena belun  karena  objek

kewenangan memang tidak ada &1 daeral
tersehat.

Pemahaman aparater terhadap kebijakan
Bupati dalam hal pelmpaban schagian
kepada  Camat,  temyata
Belum selurehinya aparatur memahami (s
dart kebijukan tersebut,  khususnva para
staf administrasi hanya sehaglan sy yang
pabam terhadap 151 kewenangan tersebut,
mamun  depukoan sehagian besar pare

kewenangan

porawal  vERg  mmenipanyal o jabatan
struktural  telah memabami  secora
keseluruhan 151 dari kebijakan  Bupat
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0.

novnor Nowmor  [SOUISSHK 53T Tahun
A khusus-nya di bidang vane sesua
duengan tupeksim v,
Faklor-faktor vang  mendukung anple-
incntast Kebijakan Bupati Kutal
Kartancgara {untang pelimpahan
sebagaiun kewenungan antara Lnin UL
ivoo a2 & 33 whun 2004, SK. Bupan
Kutsl  Kartanegara No 180,158/ TIK-33
Tahun 2001, tentang Pelimpahan sebagian
Lewenangan Bupan Kota Kentanegara
Eepada ('amat, (amat
samboja yang kvat terhadap  kebijakan
terschut  untuk
achatk mumgkin.
Faktor-faktor penghambat  implementas
kewenangan  vang dilimpahkan  Bupati
Kamanegara  kepada  Camat  Sambaoja,
selnnpea berptlan kurang optimal adalah
dischabkan  karany  didukung  dengen
sumber dava vang cukup diantarsnya
sumber  daya aparatur  yvang  memihki
kompetensi professional, sarana . fasilitas
kerja yang memadai, dan sumber dana
vang cikup. Selan itu discbabkan kurang
dafam  mensosialisasikan
kebapakan pada masyarakat karena befum
semud masyarakat Sauboja mengelahu
edan memabanu terhadap isi kebijokan dan
masih kurangoyva responsibilitas masya-
rakat terltadapy Ecehijakan temsehut.

Konmitimen

diluksanakan  denpan

mtensiinea

SNaran - Saran

Dari bererapa hesimpulan vang
hsampaikan  di atas maka penulis akan
memberikan saran-sarm sehagal berikut :

1. Mengingat  terbatasnya  aparstur  yang
memilikl hompetens] profesional maka
untuk keefektifan pelaksanann

10

kewenangan  vang  dilbmpabken  Bupat
Futa kartancgmarn pada Camat Samboja

maka langhab  yang  haros  dilakukan
adalah mieningkatkan kompetenst
mrofesional  aparatur dengan cara
membenkan kesempatan untuk menyg-
thutl Pendidikan  dan pelatihun sesual
dungan bidang teeasava atue o yang
horkenaan dengan kewenaneno  vang

dalabsanakan dan melengkapn  panduan
perenclang-undangan,  peraturan
daerah dan petunjuk tekngs.

borupa

1

e

4.

h

Aengingat jumlah sumber dave aparatur
masih  terhatas sementara banvaknya
kewenangan diltmpah-kan  pada
pemnenmahan Kecaomatan Samboga, naka
perle mengajuhan penambahan pegawar
berdasarkan kualifikas: yung dibutehkan.
Flal i menjadi svarat inutlak karcna 1pin
yiung dikeluarkan memerlukan
kecommatan, koban-hatizn, dan standar
prosedur vong ketat Karena menvangkut
soaf keselamatan, kepentingan wmaun, dan
perscalan penting lamnya. flal iersebuat
dapat dilokokan dengan cara mensajukan
pada  lembaga  vertikal  (C.q.Badan
Kepegawaian Dacrab Kutal Kartanegara

Untuk menunang kelancaran pelaksanaan
kebijakan Bupati kepada Camat tentang
pelimpahan sebagian kewenangan maka
mengingat saruna & fasilitas kerga
femboa  torsebut  selain terbatas dan
kondisinve kurang memadn maka perls
mcrantbah sarang & Fasilitas kerja vaong
mamadai, balk secara koantitas maupun
hoalfas dan hal  dapar dilakokan dengan

UMY

cara melalul wsulan rencana  anggaran
pendapatan dan belanja daerah pada tahun
berikutnya  dan mencrapkan rencana
anggaran berbasis kinerja.

Karena alekas: dana vane dianesarkan
untuk  menumjang  kewmatan operasional
tarhatas maka  perlu mengajuban
penambahan hizva  operastonal  sesual
substanst kesiatan, dan hal tersebut dapat
dilokukan dengan  cara mengajukan
angearan vang  disusen berdasarkan
rencand kerja tiap tabunnya.

Mlenringat tuasnya kewenangan

Pemenintabanr  Kecamnatan  Samboja (21
KelurabhanTiesa) maks untuk keefektifan
pelaksanaan  kebijakan Bupati tersehut
miaba  sostalisast kebyakan perla
diintensifkan ke seluruh walavah
kecamatan melalul peran Jurah dan kepala
desa serta meninghatkan kordinas dengan
dinas teknis terkait i kecamatan maupun
istanst vertikal di kabupaten sehingea
penvebaran  informas dapat
diterima oleh seluruh dapisan masyvarakat
dalam rangka menumbubkan  kesadaran
mazvarakat, untuk bermpartisipast wendu-

tersebiet



kang  upava  pemenntah
kesejaltieraan masvarakat.,
. Unteh  memperpendek jalur brrokrast
perlu cibukanva (T pas Pendapatan
tacrall  vang i tempatkan pada
Koecamalan  Sambojga,  hal o tersebug
ik sudhan unteuk memudabikan
pembayiaran J penvetoran btava adminis-
trasl  vang  berhenan  dengan  masing-
aring kewenangan vang dilimpabkan

meningkatkar
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